
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN

NOMOR 56/M-IND/PER/6/2011 TENTANG SISTEM AKUNTANSI
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 49/M-IND/PER/5/2015

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 56/M-IND/PER/6/2011 TENTANG SISTEM AKUNTANSI

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang ; a. bahwa pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan
keuangan telah berubah sejalan dengan perubahan
proses bisnis penynsunan laporan keuangan dan
dukungan teknologi informasi;
bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 56/M-
IND/PER/6/2011 tentang Sistem Akuntansi Kementerian
Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-
IND/PER/5/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 56/ M-IND/ PER/6/ 2011
tentang Sistem Akuntansi Kementerian Perindustrian
sudah tidak sesuai dengan perubahan sistem akuntansi
dan pelaporan keuangan serta kebutuhan organisasi
sehingga perlu dicabut;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pencabutan
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 56/M-
IND/PER/6/2011 tentang Sistem Akuntansi Kementerian
Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-
IND/PER/5/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 56/M-IND/PER/6/2011
tentang Sistem Akuntansi Kementerian Perindustrian;

b.

c.

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2.
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3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021
tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 1366);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 1452);
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 384);

4.

5.

6.

7.

8.

9.

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 56/M-IND/PER/6/2011 TENTANG SISTEM
AKUNTANSI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI
PERINDUSTRIAN NOMOR 49/M-IND/PER/5/2015 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 56/M-IND/PER/6/2011 TENTANG SISTEM
AKUNTANSI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

Pasal 1
Peraturan Menteri Perindustrian:
a. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 56/M-

IND/PER/6/2011 tentang Sistem Akuntansi Kementerian
Perindustrian; dan

b. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M
IND/PER/5/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 56/M-IND/PER/6/2011
tentang Sistem Akuntansi Kementerian Perindustrian,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 2
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkain.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2024

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Selo’etariat Jenderal

'^.JCementerian Perindustrian
Kepala^iro Hukum,

/ j.'

a yp^y^ Ardianingsih


